BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

PUTUSAN
Nomor : 002/PS/BWSL.BLT 18.12/VIil /2018

DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaton Blitar memeriksa dan menyelesaikan
sengketa proses pemilu, menjatubkan putusan sebaga: barikut == fae
Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupalen Blilar telah
mancatal dalam Buku Register Penyelesaian Sengkela Proses Pemillhan Umum,

permohonan dari: =

Nama . SUTRISNO

No. KTP/SIM/Paspor : 350504100267 0004

Alamat . Dsn. Pakisajl RT 005 RW 001
Desa Pakisaji
Kecamatan Kademangan
Kabupalen Bltar

Tempat, Tanggal Lahir - Bojonegoro, 10-02-1967

Pekerjaan/Jabatan . Karyawan Swasta

Sebagal pemohon yang diwakili cleh DPD Partai Berkarya Kabupalen Biitar yang
mendafiarkan diri ke KPU Kabupaten Blitar, yang tidak ditetapkan dalam daftar
calon sementara DCS anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partal Berkarya di
Dapil Blitar 1 untuk selanjutnya disebut sebagal Pemohon;
Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum atas keputusan KPU Kabupaten Bilitar BS5/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/\VIlI/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD
Blitar dari Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biitar yang berkedudukan di Jalan Raya
Sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar 66182, TELP. (0342)
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B14310. FAX [D342) 814210
unuk selanjutnya disebul sebagal Termohon,— -

Dengan nomor permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang dilerima oleh
Badan Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Agustus
2018 dan dicatat dalam Buku Register Parmchonan Penyelesaian Sengkela
Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor
002/PS/BWSL BLT 16 12/VIIl /2018 - e — e —

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor
register O02/PS/BWSL BLT 16.12/VIlI 22018 dengan Permohonan sebagar berikut
I KEWENANGAN BAVWASLU/BAWASLU PROVINSI/BAWASLU
KABUPATEN/KOTA -
a. Bahwa sesual dengan pasal 99 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyr: “menerima memeriksa memediasi
atau mengadjudikas| dan memutus penyelesaian sengketa prosses pemilu
di wilayah kabupaten Blitar,
b. Bahwa sesuai dengan pasal 487 ayat(1) undang - undang no 7 tahun 2017
tentang pemilihan umum berbuny!' “Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan bawasiu

kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengkela proses
pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten blitar, —--
c. Bahwa sesual dengan pasal 6 peraturan bawaslu 15 tahun 2018 tentang
penyelesaian sengketa prose pemilu berbunyi "Bawaslu Bawaslu Provinsi
dan Dbawaslu kabupaten, ~ menenma, mernksamemediasi atau
mengadjudikasi, dan memulus penyelesaian sengkela proses pemilu paling
lama 12(dua belas) hari kera sejak diterimanya permohonan yang diajukan

pemochon;
d. Bahwa pemohon ltelah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Blitar akibat keluamya
keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 85/HK.03 2-Kpt/3505/KPU-
Kab/VI1/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten Biitar,
Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf di atas, maka
Bawaslu Kabupaten Biitar berwenang untuk menyelesaikan sengketa




proses pamiu yang dimohonkan oleh Pemohon

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa bardasarkan pasal 470 ayat (2) huruf ¢ Undang Undang No 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umuin berbunyt "KPLU KPU Provins, dan
KPU Kabupaten/Kola dengan calon anggote DPR.DPD, DPRD provins
DPRD kabupatenkota yang dicoret dart deftar calon sementara sebagal
akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon
sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 dan pasal 2667 -

. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf ¢, peraturan Bawasiu Nomor 18

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
berbunyr: "Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar
calon sementara’,
Bahwa KPU Kabupaten Biitar telah manerbitkan keputusan KPU Kabupaten
Blitar nomor B5/HK 03 2-Kpt/3505/KPU-KabNINI2018 tentang Penetapan
dafiar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bitar, ——-

. Bahwa dengan demikian. berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf ¢, pemohon

memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Blitar.

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

. Bahwa sesuai dengan pasal 466, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum, Berbunyi: "sengketa proses pemilu meliputi
sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu
dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
KPU, Keputusan KPU Kabupaten Blitar, il

. Bahwa berdasarkan pasal Ba, peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2018

tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi:"termohon
dalam sengketa proses pemilu terdini atas KPU KPU Provinsidan KPU
Kabupaten/kota,

. Bahwa KPU Kabupaten Biitar telah menerbitakan Keputusan KPU

Kabupaten Blitar nomor. 85/HK 03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/NV1II/2018 tentang
Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar
yang tidak mencantumkan nama pemohon dalan DCS;
Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf bdan huruf c,
termohon memiiki kedudukan hokum untuk menjadi termohon dalam




penyeiesdian sengkets proses pemilu -

W TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN- R

a Bahwa berdasarkan pasal 487 ayat (4) Undang undang Nomor 7 TAHUN
2017 Tentang pemihan umum Derbunyl PEMMONONHAN  penyelesaian
sangketa proses pamiu sebagamana dimaksud pada aymt () disanpatkan
pafing lama 13 [ iga) han kena seak tanggal penetapan keputusan KPU
Keputusan KPU Provine. dan/atau keputusan KPU kabupatenkota yang
maenjadi sabab sengkets e i

b Babwa pemohon mengajukan permohonan penyslesasn sengheta proses
pemilu kepada Bawsslu Kabupaten Blitar Pada tanggal 15 Agustus 2018
sabagaimana KPLU Kabupaten Bltar menerbdkan keputusan KPU nomor
BSMK 03 2-KptDSOSKPU-KabAMIIR01A tentang Penetapan daftar calon
sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bidar —

¢ Bahwa bordasarkan pasal 15 persturan Bawashs Nomor 18 lahun 2018
tentang lata cara ponyelesalan sengketa proses pemiu berbunyl "
parmohonan disampakan paling lembat 3 (iga) han kera sejak tanggQel
penetapan keputusan KPU KPU Provine:, atau KPU Kabupatenkota, ————

V  POKOK PERMOHONAN
Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan lerhadap terbitnya
keputusan KPU kabupaten bitar nomaor BSMK D3 2 Kt AS0SACPU-Hab/\IV2018
lentang Penetapan daftar calon sementars (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Bitar dengan alasan dan dasar dasar sebaga: berkod
1 Bahwa KPU Kabupaten Bitar membuka calon pendaftaran calon anggota
DPRD Kabupaten Biitar pada tanggal 04 juni &/d 17 jur

2. Bahwa pemohon an SUTRISNO yang berasal dan Parta Berkarya, yang
didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bitar sebaga calon Anggata DPRD
Kabupaten Bitar dan Partas Berkarya

3 Bahwa Pattar Berkarya yang mengusung nama pemohon sebagai caleg
telah ditetapkan sebagal partai politik peserta pemily tahun 2016 oleh KPU
Kabupaten Bitar

4 Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 pukyl 17 00 waktu setempat Ketua dan
Sekeortars Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota
DPRD Kabupaten Bitar termasuk ddalamnya nama pemohon an
SUTRISNO.




Bahwa pemohon an SUTRISNO didaftarkan oleh partal Barkarya dengan
menyerahkan dokumen peorsyamian pencalonan dan persyaratan calon

_tﬂ

sebagal Anggota DPRD Kabupatan Blitar meliputi ———— e
a. Formulli model bb1 parpol, yang ditanda langani oleh ketua dan
sekertaris DPC Partai Borkarya, Kabupalen Bltar untuk pengusung
pemohon a.n SUTRISNO sebagai calon Anggota PRD Kabupaten Blitar
b. Formulir Model bb2 yang ditanda tangani oleh pemohon, —————=eee
¢ Surat keterangan tidak permah pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan
negen, Kabupaten Bltar, -

d. Sural kelerangan pemilih tetap, ———

®

Surat keterangan catatan kepolisian;—
Foto copy kartu tanda penduduk (ktp);
Foto copy kartu tanda anggota (kta),
Surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba,
Fotocopy ljazah yang telah dilegalisasi;
j. Pas foto 4x6, berwarna 4 lembar,
6. Bahwa sural pencalonan besera dokumen administrasi sebagai calon
anggota DPRD Kabupaten Blitar, diserahkan kepada KPU Kabupaten Biitar
Pada Tanggal 17 Juni 2018 jam 17.00 wakiu setempat.dalam Trangkap

asli; Sttt it

F ©

7. Bahwa KPU Kabupaten Blitar menerima dokumen persyaratan Calon
Anggota DPRD Kabupaten Blitar kemudian meneliti kelengkapan dokumen,
pemenuhan pesyaratan, keputusan pimpinan pariai politik tingkat pusat

tentang persetujuan, kesesuaian dokumen pencalonan,
B. Bahwa KPU Kabupaten Blitar berdasarkan hasil penelitian mencatat
penenmaan dokumen persyaratan pencalonan sebagal calon anggota
DFRD Kabupaten Blitar menggunakan formulir model parpoil,

9. Bahwa pada tanggal 11 agusius 2018 KPU Kabupaten Blitar menetapkan
Keputusan nomor:  85/MHK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIiilf2018  tentang
Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar;-

10. Bahwa dalam keputusan penetapan daftar calon sementara nomor:
85/HK 03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar calon
sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar tidak terdapat nama
pemohon a.n SUTRISNO Dan Partai Berkarya dengan nomor urut 3 di dapil
1,

11.Bahwa pemohon a.n SUTRISNO mengetahui bahwa dirinya tidak




V.

Vil

12

ditetapkan dalsm daftar calon samentam DPRD Kabupaien Blitar Karena

menuiul KFU Kabupaten Bliter bahwa salal saiu bacaleg perempuan YanNg
satu dapil dengan pemohon yaitu dengan & n SR RAHAYL tidak lolos

velivikasi dikaranakan ijzah yang dibual persyaratan yartu pakel © hdmk

memenuhl  aturan dart KPU  karena dalam Hazah lemeabul  bBehum

menyatakan Kelulusan an SRI RAHAYU Maka don itu KPU tdak

meloloskan bacaleg dapil 1 dikarenakan keterwakilan perampuan dengan
alokas: J0% tidak dapat terpenub,

Bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon dalam daftar calon letap oleh
KPU Kbupaten Bitar maka pemohon telah mengalami kerugian karena

kehilangan hak sebagai Calon ANGGOTA dprd Kabupaten Bitar dan Parial
Berkarya:

Bahwa berdasarkan keputusan itu pemohon an SUTRISNO mengajukan
gugatan agar nama bacaleg dari dapil 3 an ZAINEKA AYU ROSIDAH
nomer urut 2 dapal dipindah ke dapil 1 dengan nomor urut 2 untuk
menagantikan bacaleg an SRI RAHAYU dan bacaleg an SUGENG
LESTARI dan dapil 3 nomer urit 1 di pindah ke dapil 2 nomer urut 3,
bahawasanya dengan melalui diskusi dengan Partai dan masing — masing
caleg dicapai kesepakatan untuk memindah bacaleg dan dapil 3 sepert
yang dimaksud diatas dan untuk bukti kesepakatan pemohon sudah
melampirkan surat kesediaan dari bacaleg tersebul bahawa siap dan
menenma perpindahan tersebut;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Blitar pemohon merasa dirugikan
karena tidak diloloskannya calon anggota DPRD Kabupaten Blitar a.n SRI
RAHAYU akibatnya pemohon juga otomatis tidak lolos untuk menjadi calon
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Berdasarkan uraian diaatas pemohon

merasa sangat dirugikan dikarenakan data atau berkas yang dikumputkan
pemohon ke kpu tidak bermaslah.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu

Kabupaten Blitar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan nomor: BS5/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-KabMI2018




tentang Penctapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Bltar — - —————— e
3 Memarintah KPU Kabupalen Blitar untuk memindahkan Bacaleg yang
sudah diajukan oleh pemohon sesual permohonan,
4. Memenntahkan kepada KPU Kabupaten Bitar untuk malaksanakan

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawasiu, Bawashu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota Blitar dapal segera memenksa dan

memutuskan permohonan int secara adil,

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut

[ JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON- - -

A. Pokok Permohonan —

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbinya
keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 85/MHK 03 2-Kpt/3505/KPU-Kab/\VIIIf2018
tentang Penelapan daflar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Blitar, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut -

1 Bahwa KPU Kabupaten Blitar membuka calon pendaftaran calon anggota
DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 04 juni s/d 17 jumi,
2. Bahwa pemochon an SUTRISNO, yang berasal dari Partai Berkarya, yang
didaftarkan kepada KPU Kabupaten Blitar sebagai calon Anggota DPRD
Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya,
3. Bahwa Partai Berkarya yang mengusung nama pemohon sebagai caleg
telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019 oleh KPU
Kabupaten Bltar;
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 pukul 17 00 waktu setempat Ketua dan

Sekertaris Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota

DPRD Kabupaten Blitar termasuk didalamnya nama pemochon an
SUTRISNO; =

5. Bahwa pemohon a.n SUTRISNO didaftarkan oleh partai Berkarya dengan

menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bitar meliputi;

k. Formulir model bbiparpol, yang ditanda tangam oleh ketua dan

sekertans DPC Partai Berkarya, Kabupaten Blitar untuk pengusung




10.

11.

pemohon an SUTRISNO sebagei calon Anggota DOFRD Kabupaten
[ e —— PR = e s
a Formuli Model bb2 yang ditanda tangani oleh pamohon, ———
Sural keterangan tidak pamah pidana yang dikeluarkan olah pengadilan

=

e B
e — i —

nege: | Kabupalen Bitar,

Sural keterangan pamilih tetap.—
Sural keterangan catatan kepolisian, -
Foto copy kartu tanda penduduk (kip);
Foto copy kartu tanda anggeta (kia),
Surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba,
Fotocopy ljazah yang lelah dilegalisasi;
i. Pas foto 4xG, berwarna 4 lembar, —
Bahwa surat pencalonan beserta dokumen administrasli sebagai calon
anggota DPRD Kabupaten Biitar, diserahkan kepada KPU Kabupaten Bitar
Pada Tanggal 17 Juni 2018 jam 17 00 wakiu setempal dalam 1 rangkap
asli, S S -
Bahwa KPU Kabupaten Bltar menerima dokumen persyaratan Calon
Anggota DPRD Kabupaten Blitar kemudian meneliti kelengkapan dokumen,
pemenuhan persyaratan, keputusan pimpinan pariai peltik tingkat pusat
tentang persetujuan, kesesuaian dokumen pencaionan.
Bahwa KPU Kabupaten Blitar berdasarkan hasil peneliian mencatal
penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon anggota
DPRD Kabupaten Blitar menggunakan formulir model.  parpel,
Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Blitar menetapkan
Keputusan nomor: B85/HK 03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/NVIIl/2018  tentang
Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bitar; -
Bahwa dalam keputusan penelapan daftar calon sementara nemer:
B5/HK 03 2-Kpt/3505/KPU-Kab/NVIII/2018 tentang Penetapan daftar calon
sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Biitar tidak terdapat nama
pemohon a.n SUTRISNO Dari Partai Berkarya dengan nomor urut 3 di dapil
1
Bahwa pemohon an SUTRISNO mengetahui bahwa dinnya tidak
ditetapkan dalam daftar calon sementara DPRD Kabupaten Blitar kerena
menurut KPU Kabupaten Blitar bahwa salah satu bacaleg perempuan yang
satu dapil dengan pemoheon yaitu dengan an SRl RAHAYU tidak lolos
verifikasi dikarenakan ijazah yang dibuat persyaratan yaitu paket c tidak
memenuhi aturan dari KPU karena dalam ijazah ftersebut belum
8
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menyatakan Kelulusan an SR RAHAYU, maka dad iy KPU btidak
meloloskan bacaleg dapll 1 diknmenakan kelorwakilan perempusn dengan
alokas! JO% tidak dapal I@IPaNUNI — e e
12 Bahwa dengan lidak diletapkannya pemohon dalam daftar calon letap oleh
KPU Kbupaten Bitar maka pemohon lelah mengalami kerugian karena
kehilangan hak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bitar dan Parta
Berkarya, - ————— e e —_—
Bahwa berdasarkan keputusan itu pemohon an SUTRISNO mengajukan
gugatan agar nama bacaleg dari dapil 3 an ZAINEKA AYU ROSIDAH
nomer unit 2 dapat dipindah ke dapil 1 dengan nomor urut 2 untuk
menggantikan bacaleg an SRI RAHAYU dan bacaleg an SUGENG
LESTARI dan dapil 3 nomer urut 1 di pindah ke dapil 2 nomer urut 3,
bahwasanya dengan melalui diskusi dengan Parlar darn masing-masing
caleg dicapal kesepakatan untuk memindah bacaleg dari dapil 3 seperti
yang dimaksud diatas dan untuk bukii kesepakalan pemohon sudah
melampirkan surat kesediaan dari bacaleg tersebul bahwa siap dan
menerima perpindahan tersebut.

B. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemahon

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor § Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 127) termohon menerima pendaftaran bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Blitar mulai tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Jul 2018
Pemahon mengajukan pendaftaran berkas Bakal Calon Legislatif dar Partai
Berkarya kepada Termochon pada tanggal 17 Juli 2018 puku! 17.00 WIB.
(Bukti - T1):

2. Selanjutnya sesuai jadwal dan tahapan termohon melakukan Verifikasi
kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota
DPRD dari Partai Berkarya dan dikarenakan dokumen persyaratan masih
belum lengkap dinyatakan BMS. (Bukti : T2},

3. Pada tanggal 21 juli 2018 Temmohon mengumumkan hasil verifikasi
keabsahan dokumen persyartan kepada seluruh Partai Politik di kabupaten
blitar dan pada hari itu termchon mengundang seluruh perwakilan Pariai
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Polltik  FPada kesempatan itu  termohon menjeinskan bag dokurnen

persyamalon yang masih BMS dopat dilakuban perbaikan mulsi tmngoel 22
full 2018 sampal 21 jull 2018 (Bukti T3} ——- ————m

Fada tanggal 31 Jull 2018 Pamohaon mengajukan Perbalkan Dokumen

Persymratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bllar dat Partai
Berkarya kepada Temmohon (Buk!li T4), -

Selanjutnya pada Tanggal 01 Agustus a/d 07 Agustus 2018, Termachon
melakukan Tahapan Vanfikasi terhadap Perbaikan Dokumen Syaral Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya Hasil Verifikas|
ditemukan adanya Calon yang belum memaenubi syarat pada Dapil 1 Nomar
Urut 2 Atas Nama SR| RAHAYU dimana yang bersangkutan beélum
melampirkan Folocopy ljazah SMA/ Sederajat Yang bersangkutan hanya
melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa masih menjadi
warga belajar PKBM (Pusal Kegiatan Belajar Masyarakat) "RASIQ" Kejar
Paket C yang beralamat di Ji Joko Kandung No 18 Kelurahan Blitar
Kec Sukorejo Kota Blitar. Hal ini sesuai dengan PKPU No, 20 Tahun 2018
Tentang Fencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota pasal 7 ayal (1) huruf e, bahwa berpendidikan paling
rendah Tamal Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah
Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekelah lain yang
sederajat Dan oleh karena ity termohon menyatakan bahwa dokumen
persyaratan atas nama SRI RAHAYLI TMS. (Bukti - T5 dan T8);

. Sebagai akibal status TMS Sdri. SRI RAHAYU dari Dapil 1 Nomor Urut 2
secara otomatis mengakibatkan kelerwakilan perempuan tidak mencapat
30% di Dapil 1 dan dengan demikian mengakibathan status 2 (Dua) Bakal
Calon Legslatif Anggota DPRD Kabupaten Blitar Atas Nama SUTRISNO
dan AGUS SUPRIONO dan Dapil 1 Partai Berkarya juga menjadi TMS.
Dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebulkan bahwa —————

a. Pasal 6 ayat (1) huruf c. bakal calon anggota DPR, DPRD Provinst, dan
DPRD Kabupaten/Kota disusun dalam daftar bakal calon yang waijib

memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
di setiap Dapil;

b. Pasal 6 ayat (1) huruf d, bahwa di setiap 3 (tiga} orang bakal calen pada

10




susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada hund c, wajib
terdapal paling sedikil 1 (satu) orang bakal calon perempuarn, ————-——

¢ Pasal B ayat (3), Dalam hal Partal Poltik tdak dapat memenuhi
pengajuan 30% (liga puluh persen) jumnlah bakal calon perempuan dl
setiap Dapll dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, pengajuan bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kola pada Dapil
yang bersangkutan tidak dapat diterima, w—

. Berdasarkan hasil verifikasi Termohon menyatakan TMS terhadap seluruh
Bacaleg dari Dapil 1 Partal Berkarya dan tidak mencantumkan nama-nama
Bacaleg ke dalam Daflar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Blitar Pada Pellihan Umum Tahun 2019. (Bukti : T7),

. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor  B85/HK 03 2-Kpt/3505/KPU-
Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten Blitar, Sdr, SUTRISNO mengajukan gugatan agar nama
Bacaleg dari Dapil 3 atas nama Sdri. ZAINEKA AYU ROSIDAH Nomor Urut
2 Dapat dipindah ke Dapil 1 dengan Nomor Urut 2 untuk menggantikan
Bacaleg Atas Nama Sdri. SRI RAHAYU dan Bacaleg atas nama Sdr.
SUGENG LESTARI dari Dapil 3 Nomor Urnut 1 dipindah ke Dapil 2 Nomaor

Urut 3;

8a Bahwa permohanan pemindahan Bacaleg sebagaimana dimaksud oleh
pemohon tidak pemah diajukan kepada termohon pada saat Perbaikan
Daftar Calon,

8b. Perbaikan atau Perpindahan Bakal Calon Legsiatif Anggota DPRD ke
Dapil lain tidak bisa dilakukan diluar jadwal yang sudah ditetapkan pada
Tanggal 22 Juli 2018 - 31 Juli 2018. (Bukti : T8),

. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh termohon
dalam surat jawaban termohon, maka termohon memohon kepada
Bawas/u Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima seluruh dalil Pemahon;—
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor : 85/HK.03.2-

1




KptasosKPuU-Kab/VIIZ01E  Tentang Penelapan Daflar  Calon
Sementara (DCS) Anggota DPRD  Kabupaten Blitar dan Paral

H-ﬁ.wnl____.__,—._,._......._.—_...._--- SE—————————

3 Menolak permohonan Pemohon untuk dapat memindahkan Hacaleg
Partai Borkaryn sebagaimana permintaan dan Pemohon|————

4 Menghukum Pemohon untuk menerma Keputusan KPU Kabupaten
Blitar  Nomor A5/HK D3.2-KpU3505/KPU-Kab/Vilir2018  Tendang
Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Blitar dari Partai Berkarya. —-—

Denukian jawaban atas sengketa Pamilu Nomar

002/PS/BWSL BLT 16 12111712018 disampaikan dihadapan Majelis
Bawaslu Kabupaten Biitar sebagai Pertimbangan untuk Memutuskan
tidak dapal dilerima atau ditolaknya Laporan dan Pemohon. ==

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dall Pemohon, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa folokopi sural yang telah diben materal cukup dan
telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai berikut.-

No | Kode Jenis bukti j Pokok keterangan
bukli

1 [P Keputusan KPU bilitar 85/HK 03 2- Dimana kepusan ini nama
KpU3505/KPU-KabNII/2018 | pemohon tidak ada dalam
tentang penetapan DCS daftar DCS

2 |P-2 |Permohonan  penyelesaian | Konologi  pengajuan
sengketa proses pemilu nomor : | sengketa
D07 BERKARYADPD

| BERKARYA/2018 tentang

permohonan pengajuan sengketa

3 | P-3 |Surat keputusan nomor SK- | Pengesahan bahwa
04/DPW- pemohon adalah bacaleg

JATIM/Berkarya/VI/2018tentang | dari partal berkarya
pengesahan pengurus DEWAN
PIMPINAN DAERAH partai
berkarya kabupaten biitar




——

_1 == '|]_I;Hullmur

——y
—
——

perundingan [ Ketarsedian hacaleg uriuk |F

4 |P4 | Surat pernyataan |
bacaleg | manyetujul perrrintaan !

r pﬂrﬂﬂ‘h‘uﬂ i

Mambuklikan b;hwr_n'!

[

|

[ pemohon berkas tdak ada

berkas bacaeg pemohon
I | masaiah

————

1 ([ —

l?h-' lﬁ_‘i Porkas model “bbl.bb2. dan
|

dalil-dall Termohon, Termohon telah

Menimbang, bahwa untuk rrmrrgguan ke
faral clkin dan ielah

mengajukan bukt berupa fotokopi aurat yang Inlah diban ma
dileges sarta diberi tanda 7-15 d T-8 sebagal benkul ——

Pﬂu Kode bukti | Keterangan/uratan
I"'*I !T1 Janda terima pengajuan bakal calon anggola DPRD
kabupaten bliar tanggal 17 juli 2018
2 (T2 JGJ’HhIiut verifikas: kelengkapan dan keabsahan dokumen
| persyaralan bakal calon anggota DPRD
3 |73 Daftar hadir rapat hasil verifikasi keabsaan dokumen
parsyaratan kepada seluruh para politik di kabupaten blitar
pada tanggal 21 juli 2018
4 | T4 Tanda terima bukl perbaikan dokurmen persyaratan !:h'eﬂn::lT'1
calon anggota DPRD kabupaten biitar tanggal 31 juli 2018
| = S -
& | TH "Surat keterangan kejar paket c atas nama SRI RAHAYU
6 |18 Surat pernyataan diri atas nama SRI RAHAYU
T Fi7 Keputusan  KPU No  B85/MHK.03.2-Kpt3505/KPU-
' KabMIN/2018 tentang penetapan daftar calon sementara
(DCS) anggota DPRD kabupaten blitar dari partai berkarya
pada pemilian umum tahun 2019
8B |78 Lampiran PKPU 5 tahun 2018 tentang perubahan atas
peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017
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-

r—

[tantang tahapan | progoam | den jsdwel penyelenggem |

| pramihan i lahun 2010 ;

—— — '

Manimbang, bahwa selain mengajuken bukii-bukti dokumen pemohon  [ugs
meangajukan saksi | nlns nama Sugeng Lestan ———

Bahwa sakal bemama Sugeng Lestar, lahir di Blitar, 25 Januarl 1657 jenis
kelamin laki-laki, beralamat di DSN Mangkurejo Desa Tapokrejo Kecamatan
Kesamben pekerinan karyawan swasta — ———— ———=_

Babhwa saksi mangaku tdak memiliki hubungan  darah  atau
keluarga dengan 1 omang bakal calon legisiatif yang  diajukan
DPFD Berkarya Kabupaten Blitar yang dinyatakan tidek mamenuhi
ayarat, hanya kenal dan  mengetahul sebaga Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Blitar; . ==

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukii-bukti dokumen, pemohon juge
mengajukan saksi |l atas nama Rizal Efend] —————— o

Bahwa saksi bermama Rizal Efendi, lahir di Blitar 24 November 1980, jorns
kelamin laki-laki, beralamat Di DSN Purworeje Desa Resapombo Doko
Kecamatan Doko, pekerjaan karyawan swasia;

Bahwa saksi berlugas mendampingi dan meangawal progsss
pendaftaran bakal calon legisiatif yang akan diajukan DPD
Berkarya Kabupaten Biitar,

Bahwa saksi merupakan petugas LO sekaligus petugas operator
SILON DPD Partai Berkarya Kabupaten Blitar

Bahwa saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah atau
keluarga dengan bakal calon legislatif a/n SUTRISNO vang
diajukan DPD Berkarya Kabupaten Blitar yang dinyatakan tidak
memenuhl syarat;

Menimbang, bahwa salain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga

mengajukan saksi (Il atas nama Arwin Pandapotan Silitonga,

Bahwa saksi bernama Arwin Pandapotan Silitonga , lahir di Medan 03 Maret
1981 jenis kelamin laki-laki, beralamal di Lingkungan Tangkil Desa Tangkil

: &



Kecamatan Wihngl pekernann Layawan swasls, ———— - —

Bahwa saksi mangaku Udak memiiki hubungan darah  atau
keluarga dengan bakal coalon leginietif a/n SUTRISNO yang
dinjukan OPFD Borkarya Kobupaten Bitar yang dinyoiaken  ldek
mamenuhl syamat, -—— -— S —

Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan sural checklist yang
diborikan kopada KPU Kabupaten Blitar bahwa saksi dalam
pariengkapan sudah meameanuhil lengkap dalam persyaratan, —

Mansmhang, bahwa salain mengajukan bukti-bukli dokumen, pemohon jugs

mengajukan saksi IV atas nama Zaenika Ayu Rosidah, -

Bahwa saksi bernama Zaenika Ayu Rosidah, lahir di biar 13 Januari 1883
jenis ketamin perempuan, baralamet di Lingkungan Sawahan Desa Satrean
kecamatan Kanigoro pekeérjaan wiraswasta =

Bahwa saksi mengaku tdak memiliki hubungan  darah  atau
keluarga dengan bakal calon legislatif a/n SUTRISNO yang
diajukan DPD Berkrya kabupaten blitar yang dinyatakan tickak
memenuhi syarat, hanya kenal dan mengetahui sebagal Bakal
Calon Anggota DPRD kabupaten bilitar,

Bahwa saksi merupakan Bacaleg dapil 3 no urut 2 DPD Panai
Berkarya kabupaten blitar yang mengaku sanggup apabila pindah
dapil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-buidi dokumen, termohon juga

mengajukan saks| atas nama Muchayatul Burhannudin;

Bahwa saksi bemama Muchayatul Burhannudin, lahir di Blitar 13 juni 1877
jenis kelamin perempuan, beralamat di Bangsn Il Desa Bangsn Kecamatan
Nglegok pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS};

Bahwa saksi mengaku sebagai kasubag teknis KPU Kabupaten Blitar
bertugas yang menangani tentang pendaftaran dan penermaan berkas
bacaleg DPRD Kabupaten Biitar;

Bahwa saksi mengaku menerima berkas dari LO partai berkarya saksi juga
mengaku menealiti berkas bacaleg Partal Berkarya Kabupaten Biitar;
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Monimbang  setelah  pemerksasn alel bukl selesal Parnohon e an

kesimpulan sebagm benkut

Bahwa Derdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Parmilihan Umum

pada Fasal 251 ayatl | sampai T,
Sabagai Ketua DPD PAR 1Al BERKAYA KAH BLITAR
Mengajukan  permohonan kopada Ketua majehs aldang mjudliean

penyelesaian sengketa proses pemilu HBawasiu Kab Bittar, -~
Tentang Pemindahan Bacaleg untuk memanuhi kuots perempuan di depil

a — S - i——— PR e i et e —_—
= - R W —

Pamindahan bacaleg dar dapil 3 an ZAENIKA AYU ROSIDAH dangan
no 2 ke dapil 1 dengan nomor urut 2 untuk memanuhi kuota perempuan di

dapil 18rsebUt JIAtAS, —— e
Memindahkan bacaleg dari dapil 3 a.n SUGENG LESTARI dengan no uful

1 ke dapil 2 dengan nomor urut 3,— —
Dengan ini Ketua DPD PARTAI BERKARYA KAB BLITAR memohon

kepada Ketua majelis sidang ajudikasi penyelesaian sengkela proses

pemilu (Bawaslu Kab Bitar) —
Agar memuluskan/merekomendasikan/mengabulkan permohonan kami, -
Sebagal pertimbangan Ketua majelis sidang ajudikasi penyelesaian
sengketa proses pemilu, yaitu surat permohonan dan berkas-berkas
bacaleg yang akan di pindahkan dan saksi-saksi yang telah kami datangkan
dan sudah diperiksa oleh Ketua Majelis di dalam persidangan,
Demikian kesimpulan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses
pemiu yang telah kami buat. Agar Ketua majelis sidang ajudikasi
penyelesaian sengketa proses pemilu memutuskan / merekmendas: / dan
mengabulkan permohonan kami, dan sebelumnya kami ucapkan termikasih
yang sebesar-besamya.

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesa, Termohon mengajukan

kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil Persidangan Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu dengan Nomor : 002/ PSf BWSL BLT 16.12/ VIIl/ 2018 yang diajukan oleh
Partai Berkarya Kabupaten Blitar, maka dengan ini kami sebagai termohon

membuat kesimpulan sebagai berkut :

1.

Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan baik
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pada Jawaban Termohon langgal 23 Agustus 2018, maupun alat bukh

berupa surat-suratidokumen dan ssksi-saksi yang telah disampaikan dan

diperiksa oleh Majells Sdang Ajudikasi—

2 Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh
Pemohon dan memohon agar majolia sidang ajudikas) manyatakan sah
Keputusan KPU Kabupaten Bitar No  B5/HK 03 2-Kpt/3505/KPU-
Kab/NVIN/2010 tentang penetapan daftar calon semeniara {DCS) anggota
DPRD Bitar dan Partai Berkarya pada Pemilihan Urmum tahun 2019
tertanggal 11 Agustus 2018, dengan pertimbangan sebagail borikut -

A. Dalam persidangan melalw alat bukli dan saks/, termohon dapal
mermbuktikan bahwa salah satu bacaleg Partai Berkarya yaitu pada Dapil 1
Nomor Urut 2 Atas Nama SRI RAHAYU masih menjadi warga belajar
PKBM (Pusat Kegialan Belajar Masyarakat) "RASIO” Kejar Paket C yang
beratamat di JI Joko Kandung No 18 Kelurahan Biitar Kec Sukorajo Kota
Blitar Dan sesuai dengan PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1)
huruf e, bahwa syarat calon berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Alivah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah
Aliyah Kajuruan atau Sekolah lain yang sederajat Dan oleh karena itu
termohon menyatakan bahwa dokumen persyaratan atas nama SRI
RAHAYU TMS

B. Sebagai akibat status TMS5 Sdri SRI RAHAYU dan Dapil 1 Nomor Urut 2
sacara otomatis mengakibatkan keterwakilan perempuan tidak mencapal
30% di Dapil 1 dan dengan demikian mengakibatkan status 2 (Dua) Bakal
Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Blitar Atas Nama SUTRISNO
dan AGUS SUPRIONO dari Dapil 1 Partai Berkarya juga menjadi TMS.
Dalam PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Mota, menyebutkan bahwa.

a. Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota disusun dalam daftar bakal calon yang wajib
memuatl keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
di satiap Dapil,

b. Pasal 6 ayat (1) huruf d, bahwa di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada
susunan daftar calon sebagamana dimaksud pada huruf c, wajib

terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;
17




€ Pasal 0 apat (1) Dalsm hal Padae Politie tidsk  daps!  msrsouhi

PENgajuan MW (liga pulub persen) jumiah boakel calon persmgeat 3
satap  Dapl dan panempatan susunan  daflar  calon  sebagairmans
dimakait pada ayat (1) bl ¢ dan bural O, pangajuan hakal calon

anggota DPR. DPRD Provinel, dan DPRD Kabupaten/Mote peda Dnpdl
yang bamangkitan tidak dapat ditedma,

C Berdasarkan hasil verfikas Termohon menyatakan TMES terhadap selurub
Bacaleg dan Dapil 1 Panai Berkaryn dan tidak mencantumkan nama -
nama Bacaleg kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Biitar Pada Pemilihan Umum Tahun 2018 e

[ Bahwa permohonan Perbalkan atau Perpindahan Bakal Calon Legistatif
Anggota DPRD ke Dapil lain tidak biga dilakukan diluar jadwal dan tahapan
yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 yadtu
pada Tanggal 22 Juli 2018 - 31 Juli 2018

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis sidang sengketa Pemilu Nomor 002/
PS/ BWSL.BLT.16.12/ VIIIV 2018 untuk dapat membenkan putusan sebagai berkut

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima seluruh dalil Pemohon.——

2. Menyatakan sah Kepulusan KPU Kabupaten Blitar Nomor = 85MHK 03.2-
Kpt/3505/KPU-KabMVIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
(OCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dan Partai Berkarya

3. Menolak permohonan Pemohon untuk dapat memindahkan Bacaleg Partai
Berkarya sebagaimana permintaan dari Pemohon.

4. Menghukum Pemohon untuk menerima Keputusan KPU Kabupaten Blitar
Nomor : 85/HK.03 2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIIl/2018 Tentang Penetapan
Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai
Berkarya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban

tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;
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Menmbang, bahwa Pemohon atas nema Budi Santoso ketua Dewan Pimpinan
Daecah Partal Barvarva don Agus Suprone sekretiris Dewan pimpinan Dasrah
Partat Berkarya, Temohon KPUD Kabupaten Blitar, ‘elah mangajukan bukli-bukti
sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengheta, e

Meninbang, balwa objek dalam sengkela ini adalah Keputusan KPU Nomor
BSHK 03 2 Kpt3505KPU- KabAHE2018  tanggal 11 Bulan Agustus Tabhun 2018
tenitang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Birar dan Partal
Berkarya Pada Pemilthan Umum Tahun 2010 e = : .

Meninbang, bahwa sebelum memperimbangkan pokok sengkela, tariebih dahulu
Majelis Adjudikasi Pemerksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu
Kabupaten Biitar untuk memenksa dan mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mampertimbangkan pokok
senghketa sebagal berkul ————-

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagai berikut-—

a Bahwa sesual dengan pasal D9 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemibhan Umum berbunyi. “menenma, memernksa,
mamadiasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesalan sengkela
prosses pemilu di wilayah kabupaten Blitar

b. Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017
sabagaimana diubah dengan Peraturan Bawasliu Nomor 18 Tahun 2018
menyatakan, Bawasiu Kabupaten/Kota berwenang menyelesakan
sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU
Provmnsi,———s o - - _—

¢. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang
menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu. o

d Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Bilitar akibat keluarnya
keputusan KPU Kabupaten Bitar Nomor: 85/HK 03 .2-Kpt/3505/KPU-
Kab/VI11/2018 tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten Blitar.
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Natwa berdesakan hunid 8 hund b e o den hund o detee meks
Rawasii Kabupaten itar  bhetwsany gl rnatrgnies ek ar e geeta
proaea penitu yang denohonkan LT
1 Menimbang ketentuan  Peratrnn  Bowasiy  Nomor 18 Tehun 2017
sebagaimana diubah dengan Peraturan Dawashs Nomoe 18 Tabun 2018
serta perubahan kedua atas Persturan Bawashy Momar 18 Tahun FAAL ]
sebagamana dubah dongan Poeraturan Bawsslu Nomaot 27 Tatwo 2018
entang Tatn Cara Penyelesatan Sengkata Proses Pamilihan Limum satags
(T T [ —

a Pasal 5 ayal (3) menyatakan bahwa “Bawasiu Kabupaten/¥ota
berwenang menyelesaikan sangketa proses Pemilu yang dakibatean
oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota = —— -

b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawasiu, Bawasiu Provins:
Bawaslu Kabupaten/Mota memeriksa dan memutus sengketa prones
Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kera sejak langgal
diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon ®

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan
angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Bitar berwenang memeriksa dan
memutus sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon a quo,

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lentang
Pemilihan Umum sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan pasal 466, Undang-undang nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, Berbunyi“sengketa proses pemilu meliput
sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu
dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, Keputusan KPU Kabupaten Biitar

b. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa “Permchonan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan
oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017

sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018

serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018

sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018
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entang Tala Cam Penyelesaian Sengkela Moses Pemiliban  Usmum
serbagal berikut

¢ Bahwa KPPU Kabupaten Blitar telan menarbitkan Keputusan KPLU Kabupsten
Bhtar Nomar B5MK 03 2.Kptas0aPL KabNVIIZOTH tentang Penatapan
daflar calon sementarm (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bitar yang tidak
mencantumkan nama pemohon dalan (DCS) ———
Bahwa dengan demikian, berdasarkan hurul &, hure! bdan huruf ¢

termohon memiki kedudukan hukum untuk menjadi termohon dalam

panyelesaian sengketa proses pemilu, -

C. Jangka waktu pengajuan parmohonan

1. Menimbang kelentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagai berikul. -— -
a Pasal 467 ayat (4) menyatakan bahwa, Permohonan

penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) han kera sejak
tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,
dari/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab

sengketa,-- i -

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018
serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

sebagai berikut:

a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa, Permochonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama

3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kaola;

3. Menimbang bhahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan KPU
Kabupaten Blitar Nomor 85/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIIl/2018 tanggal

11 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan daftar Calon
Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses

Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu kabupaten Blitar pada hari
Senin, tanggal 13 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda
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Terima Berkan yang dikelusrkan Bowssiuo Kabupaten Piiter
tanggal 13 Agustus 2018 dengan dinyastakan permaohonsn belum
lengkap.  kemudian dilakakan poarbaikan  dan  moenyorahkan
permahonan kembali pada tanggal 15 Agusius 2018 dibuktikan
dengan Tanda Terdma Borkas yang dikeluarkan Hawssly
Kabupaten Hlitar dengan dinyalakan permohonan lengkap dan
ditindakianjuli dengan Bertla Acara Registrasi Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register
002/PS/BWSL BLT 16 121112018 tanggal 15 Agustus 2018 e

Menimbang kelentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1,
angka 2. angka 3 dan angka 4 diatas, Pengajuan permohonan telah sesual
dengan batas jangka waktu pengajuan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok
sengkela sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terfuang dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 fentang Pemilihan Umum yang diatur lebib
lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggola Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oieh
pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Pesena
Pemilu masing-masing,
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan
Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¢. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia,
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa

Indonesia;
e berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
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madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah

kejuruan, alau sekolah lain yang sederajal, — —————

f setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Rapublik
Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;

g tdak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan findak
pidana yang dlancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -

h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika —
i. terdaftar sebagai pemilih;---

j' bﬂ'ﬁ-ﬂdiﬂ b&kl.-.!lj':l "J"Enuh WEHU,"“"““ - -

k. mengundurkan dirl sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
aparatur sipil  negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggata
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milk negara dan/atau
badan usaha milik daerah atau badan lan yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran din yang tidak dapat ditarik kembali,-—-

|. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
nolaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan
negara serta pekeraan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan dengan tugas. wewenang, dan hak sebagal anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milk negara dan/atau badan usaha miliik daerah serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-—---

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

0. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal B Peraturan Komisi
Pemilihan Umurn Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
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dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaterr/Kota imlah mengatur
labih lanjul mengonai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD
Provinsi. dan DPRD Kabupaten/Kota sebsgai kelengkapan administs atif,—

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas
nama Sutrisno, Majels berpendapat sebaga bernkut
Bahwa berdasarkan Objek Sengketa Incormmlo Buk
Anggota NPRD Kabupaten Blitar atas nama Sutnsno di Dapil Blitar | namor
urut 3 (tiga) telah tercoret dikarenakan keterwakilan 30 persen perempuan

di Dapil Bitar 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yand sesual dengan
keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor B5/MK 03 2-Kpt/3505/KPU-
Kab/\11I/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota
DPRD Biitar dari Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,

- Bahwa berdasarkan (bukti P-5) atas nama Sutrisno dan Agus Suprono
lelah melengkapi berkas persyaratan pencalonan bacaleg DPRD Kabupaten
Bitar;
Bahwa berdasarkan fakta persidangan. Majelis berpendapat. telah ada
upaya dari Pemohon untuk melakukan perbaikan kepada Terrnohon setelah
ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Bitar Nomor 85/HK D3.2-
KpU3505/KPU-Kab/VIIl/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara
(DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 pada tangga! 11 Agustus 2018 dengan meminta pemindahan
dapil untuk memenuh keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di
Dapil Blitar 1 dengan memindahkan bacaleg dan Dapil Blitar 3 a.n Zaenika
Ayu Rasidah nomor urut 2 ke Dapil Blitar 1 dengan nomor urut 2 serta

I

ti P-1 Bakal Calon

memindahkan bacaleg dari Dapil Blitar 3 a.n Sugeng Lestari nomor urut 1
ke Dapil Blitar 2 dengan nomor urut 3,
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon pada pokoknya tidak

dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyarankan kepada
Pemohon meminta rekomendas! ke Bawaslu Kabupaten Blitar.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis berpendapat, Termohon
tidak maksimal dalam memberikan informasi kepada Pemohon berkaitan
dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen di Dapil Bitar
1 yang berakibat pada hilangnya hak konstitusional dua bakal calon laki-laki
di Dapil tersebut.

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 248 ayat (2) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017, dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan
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parempuan paling sedikd 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provine, dan
KPU Kabupaten/Kola membarikan kesampalan kepada partsi polilik uniuk
mempeorbaiki daftar bakal calon tersebut ——

Bahwa Majelis berpendapat, dalam hal memberikan kesempatan kepadia
Pemahaon, Termohon dapat mengabulkan parmintaan Pemohon melakukan

pomindahan Dapil untuk memanuhi ketarwakilan perempuan paling gediki

- r—aE

30 persen di Dapil Bltar 1, —— e e e e
Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Zaenka Ayu Rosidah,
yang bersangkutan lidak keberatan dipindahkan dar Dapil Bitar 3 ke Dapil
Blitar 1, dan perpindahan tersebut tidak merugikan hak konstitusionalnya.—
- Bahwa berdasarkan kelerangan saksi atas nama Sugeng Lestarl yang
bersangkutan tidak keberatan dipindahkan dari Dapil Biitar 3 ke Dapil Blitar
2, dan perpindahan tersebut lidak merugikan hak konstitusionalnya

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan
untuk mengabulkan bakal calon atas nama Sutrisno menjadi memenuhi syarat
(MS).

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan & quo, maka
Majelis berpendapat cukup beralasan jika seluruh berkas yang telah diserahkan
Pemohon kepada Termohon telah memenuhi persyaratan administratif, —

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar berpendapat cukup beralasan hukum

untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Bawasiu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilu;
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MIMUTUSKAN
1 Mengabulkan Permohonan Femohon Seluruhnyn
2 Membatalkan keputusan Termohon Nomor  B&MK 03 2 KplI505/KFPU
KabNVIIRZ018 tentang Penstapan Daltar Calon Sementara (DCE) anggota
DPRD Blitar dan Partal Berkarya pada Pemidihan Umum Tabun 2018 -
1 Memenntahkan kepada Termohon untuk memindahkan bakal calon yang
sudah diajukan oleh Pemohon sesuai permohonan, ——— e .
4 Memenntahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini pahng
lama 3 han kerna sejak putusan ini dibacakan — e
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Blitar pada har
Sabtu tanggal satu bulan September tahun 2018 oleh 1) Abdul Hakam
Sholahuddin 2) Priya Hari Santosa 3) Anf Syarwani 4) Edy Nurhidajat 5} Nur Ida
Fitia masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Blitar dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untulk umum
pada har Selasa tanggal empat bulan September tahun 2018 cleh 1) Abdul
Hakam Sholahuddin 2) Priya Hani Santosa 3) Arif Syarwani 4) Edy Nurhidajat 5)
Nur |da Fitria masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Blitar dan dibantu oleh Endro sebagai sekretarns yang
disaksikan oleh Pemohon dan Termohon

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Blitar
Ketua,
td

Abdul Hakam Sholahuddin

Anggota, Anggota,
tid ttd
Priya Hari Santosa Arif Syarwani
Anggota, Anggota,
ttd Ttd
Edy Nurhidajat Nur lda Fitria
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fokretans

Endro
Salinan Putusan inl dibuat sesuai dengan Aslinya
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